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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : a.bahwa dalam upaya mewujudkan pencapaian kesetaraan gender
sebagai salah satu target pembangunan nasional dan tujuan
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs), maka Pengarusutamaan Gender (PUG) harus
terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas suatu kebijakan, program

maupun kegiatan pembangunan;

b. bahwa untuk mempercepat proses integrasi PUG periu
membentuk tim focal point disetiap lembaga baik pemerintah
maupun non pemerintah yang bekerja secara sistematis,
komprehensif dan berkelanjutan dalam proses integrasi

dilingkungan kerja masing-masing;




Mengingat :

C.

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tim
Focal Point Pengarusutamaan Gender Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2024,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita {Convention On The Elimination Of All FormsOf
Discrimination Againts Woman) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 4421);

. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang Unj’dangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 NI&)mor 82, Tambahan Lebaran Negara
Republik Indonesia NomiTJr 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang | Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang —IjJndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonema Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587} sebagalmane} telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Ilﬂomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiman telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomeor
112);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengaerusutamaan Genderdi
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam’ Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

L

9. Peraturan Menteri Dalam lNegeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis PengeloIaTKeuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri daﬁlam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021  tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi | dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun

2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah' Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2016 Nomor 286);



16.

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat I1 Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2(5 16 Nomor 11, Tambahan Lembaran

I
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293 );

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023 {Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 tahun 2011

tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 62);

15. Peraturan Gubernur Sufﬂawesi Selatan Nomor 22 tahun 2019

tentang Pelaksanaan Peraﬁuran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 1 tahun 2016 ten’”gang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 22);

Peraturan Gubernur Sulajwesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019,
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan lli’erencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Dae;rah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 52).
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

e A ——

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN

Penetapan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini,

: Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

mempunyai tugas — tugas sebagai berikut :

a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada
organisasi perangkat daerah/unit kerja masing-masing;

b. memfasilitasi Penyusunan Perencana dan Penganggaran
yang Responsif Gender (PPRG);

c. melaksanakan gelatihan, sosialisasi, advokasi PUG
kepada seluruh !jpejabat dan staf di lingkungan Unit
kerja masingumaei%ing;

d. melaporkan peléksanaan PUG kepada pimpinan
masing-masing; |

e. mendorong pelagksanaan analisis gender terhadap
kebijakan, program, dan kegiatan pada organisasi
perangkat daerah/unit kerja masing-masing; dan

f. memfasilitasi penyusunan data gender pada organisasi

perangkat daerahlj/ unit kerja masing-masing.




KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan masing-masing organisasi perangkat

daerah/unit kerja .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal : § Januan -2024

o s
‘f%ﬁﬁ%eﬁawan Aswad, M.Dev.Plg
__Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. H

Tembusan Kepada Yth :

. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan;

. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel di Makassar;

. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
. Arsip.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 1084 /e[ Goppelitbangls -

TENTANG
PENETAPAN TIM FOCAL POINT

PENGARUSUTAMAAN GENDER BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SUSUNAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEDUDUKAN DALAM TIM

NAMA/JABATAN

Pengarah

Kepala BAPPELITBANGDA Prov. Sulsel

Penanggung Jawab

Sekretaris BAPPELITBANGDA Prov. Sulsel

Koordinator Bidang

1.
2.

3.
4,
5

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian &
Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

|

Ketua

Kasubag! Program BAPPELITBANGDA Prov. Sulsel

Sekretaris

Andi Surahmi, S.Sos.M.I.Kom

Anggota

13.

Haru";n, S.Sos
Abdul Halid Nusi, S.8i, M.A.P
Waode Syarifah Kasmia, S.IP
Idawatl SE, M.Si
Febnam M.S.K.M, M.Kes
Ir. Suc1at1 Sapta Margani, M.Si
Indrsuztwaty Musa, SE, M.Si
Dr. Alham R.Syahruna,S.Pt.,M.Si
M.Ilyas M,Sh.,MSi
. Andil Atuty, SP, MM
. Annashrah Mutia Sari, SP
. Muhammad Arsani, Sp.,M.Si.,,M.T

. AndlMulyam S.Pt.,M.Tr.A.P

. Evi SllVlana Putri, ST, M.5i
And1 Dala, ST




14. Andi Fitriani Yahya, ST
15. Anita Nurmalita, SE
16. Ratu Betris, S.Pd

17. Salmiyah, S.A.P

18. Asriani, SE

19. Yanti




